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PIDANA MATI DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM

ISLAM

A. Internasional Covenant Civil and Palitic Rights (ICCPR)
1. Sgarah LahirnyalInternasional Covenant Civil And Politic Rights (1CCPR)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MUpdPkatan Bangsa-
Bangsa (PBB) memproklamasik&miversal Declaration of Human Righ{®eklarasi
Universal Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya djgat DUHAM), yang memuat
pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dimaryang dimaksudkan sebagai
acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat bdsmgsa bagi terjaminnya
pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasansg@ara universal dan efektif,
baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PB&irsenaupun dikalangan rakyat di
wilayah-wilayah yang berada di bawah yuridiksi nkere

Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan bkebesolusi yang
menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dii@& perta kebebasan dasar di
satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan buddga ¢pihak bersifat saling terkait
dan saling tergantung.

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidanggtyan 1951, MU PBB
meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang duwséfan tentang hak asasi
manusia : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan @oldan (2) Kovenan mengenai hak

ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatad&sara khusus bahwa kedua
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Kovenan tersebut harus memuat pasal yang akan apiaet bahwa semua rakyat
mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancandg@venan sesuai
dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masidg peghun 1953 dan 1954.
setelah membahas kedua rancangan Kovenan tergedud, tahun 1954 MU PBB
memutuskan untuk mempublikasikannya seluas muregén pemerintah negara-negara
dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalaédt dnenyatakan pandangannya
secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB meniara agar Komite Il PBB
membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal dealirpalai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai deragbmal, naskah kedua
Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun .18&6Birnya, pada tanggal 16
Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU AB&hgesahkan Kovenan tentang
Hak-hak sipil dan politik beserta Protokol Opsiopatla Kovenan tentang Hak-hak Sipil
dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomisi@odan Budaya. Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik drés Protokol Opsional pada Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik eauberlaku pada tanggal 23 Maret
19767

Pembedaan kedua tema HAM ini yang melahirkan ICGR&upakan hasil
kompromi politik yang keras antara kekuatan negegara Blok Sosialis melawan

kekuatan negara-negara Blok Kapitalis yang sederidpdat Perang Dingif.Situasi ini

! Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zerstrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manukifarta:
Yayasan Obor Indonesia Yayasan Lembaga Bantuanrillkdionesia, 2006, him. 23.

2 Sentosa SembiringPenjelasan atas Undang-Undang RI no. 12 tahun 268%ang Pengesahan
Internasional Covenant on Civil and Political Rigfovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil daolifik).
Bandung: Nuansa Aulia, 2006, him. 126.

? Adnan Buyung Nasutio®p.Cit.
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mempengaruhi proses legislasi perjanjian Intermasiblak Asasi Manusia yang ketika
itu sedang digarap Komisi HAM PBB (mulai bekerjaua 1949). Akibatnya terjadi
pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik denpak-hak dalam kategori ekonomi,
sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau parjamternasional, yang pada
awalnya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalamkesenan saja. Akibat pembedaan
ini telah membawa implikasi-implikasi tertentu dalgpenegakkan kedua kategori hak
tersebuf.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang metndikyak persoalan di bidang
HAM, pada dasarnya telah memuat beberapa muatagamgkmenjadi materi di pasal-
pasal ICCPR, jauh sebelum ICCPR itu sendiri disahktal ini dapat dibuktikan dari
pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang D84ar dan salah satu diantaranya
terdapat pada pasal 28A tentang hak hidup yang atakean “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehiohy@’. Sehingga mereka
menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yanggpalendasar dan tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.

. Namun demikian, pasca proklamasi kemerdekaan BR&plindonesia materi
hak sipil dan politik yang termuat dalam UUD 1948ak dapat dan atau tidak mau
dijalankan sepenuhnya dengan baik oleh pemerirgategntah yang berkuasa pada
masanya, mulai dari rejim Presiden Soekarno saag@gan Soeharto. Seiring dengan
proses demokrasi yang terus tumbuh dan bergerad depndonesia, maka terjadilah
sebuah ‘pemberontakan rakyat’ kepada rejim PresBtezharto yang korup dan otoriter
pada tahun 1998 yang ditandai dengan lahirnya sefumsana politik yang ‘baru’ yang

disebut orde reformasi.

* Ibid.
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Selanjutnya, penghormatan dan penegakkan HAM dnasia mulai membaik
dengan ditandai adanya Ketetapan Majelis PermusgdavaRakyat Republik Indonesia
Nomor: XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Nomor 39 Tahd®99 tentang HAM, UU
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untak Kipil dan politik lebih
konkrit lagi ditandai dengan Pengesahan ICCPR dergld Nomor 12 Tahun 2005.
Akan tetapi realitas penegakkan instrumen-instruntersebut dalam kehidupan
masyarakat, belum sepenuhnya berjalan dengan ddwegjkn Hal ini tercermin dari
beberapa kasus yang ada dimana terjadi pelanglgakasipil dan politik di dalamnya.

2. Pokok-pokok Isi Internasional Covenant Civil And Palitic Rights (1CCPR) °

Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai {@sabapenggunaan
kewenangan oleh aparatur negara yang ingin bekiiregaesif, khususnya negara-negara
yang menjadi pihak dalam ICCPR. Oleh sebab itukatk-hak yang ada didalamnya
sering disebut sebagai hak-hak negatégative righty artinya hak-hak dan kebebasan
yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apagtan negara terbatasi atau terlihat
berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperaagsebntervensionis, maka hak-hak
dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggh negara. Inilah yang
membedakan dengan model legislasi ICESCR yangujusgnuntut peran maksimal
negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersgng sering disebut juga
sebagai hak-hak positip@sitive rights$.

Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCR&RniyNon-Derogable Rights

danDerogable RightsHak Non-Derogable Rightadalah hak-hak yang bersifat absolut

® Husendro,Implementasi Hak Sipil dan Politikvww.husendro.blogspot,diakses tanggal 8 Septembe
20009.
® Sentosa Sembiring)p.Cit, him. 134
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yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negd#rak, walau dalam keadaan
darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke datams jni adalah:
1. Hak atas hiduprights to lifg),
2. Hak bebas dari penyiksaamghts ti be free from tortupe
3. Hak bebas dari perbudakargpt to be free from slaveyy
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuainjsenj utang,
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
6. Hak sebagai subjek hukum, dan
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
Klasifikasi kedua adalaberogable Rightyakni hak-hak yang boleh dikurangi
atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara gieakasuk jenis hak ini adalah:
1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
2. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membemtukmeénjadi anggota
serikat buruh, dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau besksfermasuk
kebebasan mencari, menerima dan memberikan infoaassegala macam
gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melaisatumaupun tulisan).
Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan menguratgu mengadakan
penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hakdrakbut, tetapi penyimpangan
tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebandingasleancaman yang mengganggu
keamanan nasional atau situasi darurat yang dihatiaptidak bersifat diskriminatif

terhadap ras dan etris.

" HusendraQp.Cit.
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Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidangilsdan politik yang
tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuaesitean yang mengikat secara
hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok laig yterkait. Kovenan tersebut
terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mempcé@kab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan aiaggera akan
kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukam dnelindungi HAM,
mengingatkan individu akan tanggung jawabnya ubeherja keras bagi pemajuan dan
penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalamakaya dengan individu lain dan
masyarakatnya dan mengakui bahwa sesuai dengan MJH#ha-cita umat manusia
untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serebdbasan dari rasa takut dan
kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telahptardiondisi bagi setiap orang untuk
dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupusk-hak ekonomi, sosial dan
budayanyd.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempuyaiuht@ak menentukan
nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua ndgarsasuk negara-negara yang
bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yadgkTBerpemerintahan Sendiri dan
Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan leagebut. Pasal ini mempunyai arti
sangat penting pada waktu disahkan Kovenan ini pakdan 1966 karena ketika itu
masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap negara pihak nmenghormati hak-hak

yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga meikas bahwa pelaksanaannya bagi

8 Ibid.
° Sentosa Sembiringp.Cithim. 134.
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semua individu yang berada di wilayahnya dan yaergda di bawah yuridiksinya tanpa
ada pembedaan apa pun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara lakialaketempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan daruat waogh mengancam
kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan seemrai,r negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibanmgnurut Kovenan ini sejauh
hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan bahwa dkah itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan padavasia kulit. Jenis kelamin, bahasa,
agama atau asal usul sosfal.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketenturadgtam Kovenan ini yang
dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negal@mpok atau seseorang untuk
melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tadayang bertujuan manghancurkan
hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam lKovian atau membatasinya lebih
daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasajuga melarang dilakukannya
pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yangi @i&u yang berlaku di negara
pihak yang berdasarkan hukum, konvensi, peratuian keebiasaan dengan dalih bahwa
Kovenan ini tidak mengakui hak tersbut atau meniggleutetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan baha@ meinusia mempunyai
hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dzahwa tidak seorang pun dapat
dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Bashéhwa tidak seorang pun
boleh dikenai siksaan, perlakuan atau merendahkamnabat (Pasal 7); bahwa tidak

seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakampeiaagangan budak dilarang dan

%1pid.
" pid.
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bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba atauudikan melakukan kerja paksa atau
kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun lbal#gangkap atau ditahan secara
sewenang-wenang (Pasal 10) dan bahwa tidak seoptangoleh dipenjarakan hanya
atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajibanaktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan seting pamg berada secara sah
diwilayah suatu negara untuk berpindah tempat damifih tempat tinggalnya di
wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun dstk negara sendiri dan bahwa
tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenangpdisahaknya untuk memasuki
negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yangldikuisan bagi pengusiran orang asing
yang secara sah tinggal di negara pihak (PasalpE3$amaan semua orang di depan
pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeniksaay adil dan terbuka oleh badan
peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpimak,atas praduga tak bersalah bagi
setiap orang yang dituduh melakukan tindak piddaa, hak setiap orang yang dijatuhi
hukuman atas peninjuan kembali keputusan atau hakoya oleh badan peradilan yang
lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuaarseretroaktif perundang-undangan
pidana (Pasal 15), hak setiap orang untuk diakeaga pribadi di depan hukum (Pasal
16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenamgang atau secara tidak sah privasi,
keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (F4sa

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap oramg &ebebasan berpikir,
berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atedak tersebut (Pasal 18); hak
orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tamiaek lain dan hak atas
kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19yapgan atas propaganda perang

serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas Babangsaan, ras atau agama yang

2 1pid.
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merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskrisnin@ermusuhan atau kekerasan
(Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yangfaedamai (Pasal 21); hak setiap
orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pesgalas hak laki-laki dan perempuan
usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan metakekeluarga, prinsip bahwa
perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujnabas dan sepenuhnya dari pada
pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (P&ah2k anak atas perlindungan
yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di lawaur, keharusan segera
didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan kelaarmempunyai nama, dan hak anak
atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap wargaran untuk ikut serta dalam
penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dgmlidj serta mempunyai akses
berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jghdibk di negaranya (Pasal 25);
persaman kedudukan semua orang di depan hukum dRnsémua orang atas
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminassgP26); dan tindakan unuk
melindungi golongan etnis, agama atau bahasa rtasoyang mingkin ada di negara
pihak ( Pasal 27). Pasal 27 merupakan akhir bagidistantif Kovenan ini. Untuk
mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub détaranan ini, pasal 28 sampai
dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebualek@ng bernama Human Rights
Committee (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ke@mtimengenai keanggotaan, cara
pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan egjara pihak untuk sewaktu-waktu
menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewamakgaite termaksud untuk
menerima dan membahas komunikasi yang menyatakemalbsuatu negara pihak dapat
mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban mrilovenan oleh negara pihak

lain, dan cara kerja Komite dalam menangani perlahan yang diajukan kepadanya.

2 bid.
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Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada saémtkan pun dalam
Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengyirketentuan Piagam PBB dan

konstitusi.

3. Ratifikas Internasional Covenant Civil And Politic Rights (1 CCPR) di Indonesia

ICCPR merupakan perjanjian Internasional yang tgksmlihasilkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966. IQ8HR berlaku tahun 1976 setelah
35 negara meratifikasi. Perlu dicatat, ICCPR habgdaku bagi negara-negara yang
telah meratifikasi.

Perkembangan selanjutnya , pada 15 Desember 12g6lisMumum mengadopsi
Protokol Opsional Ke-2 untuk Kovenan Sipol yang matnlarangan atau menghapus
hukuman mati. Per 26 Januari 2006, telah 152 neghaia meratifikasi Kovenan Ekosob,
dan 155 negara telah meratifikasi Kovenan Sipol @#efum termasuk Indonesia.
Sementara Protokol Opsional Kovenan Sipol, telsdtifikasi 105 negara, dan 56 negara
telah meratifikasi Protokol Opsional Ke-2 KOvenapds

Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalamgipermatan atas HAM
yang mewajibkan kepada negara peserta untuk mefdararasikan ke dalam hukum
nasional™

Penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam ICCRRaindari hak hidup

hingga masalah larangan perbudakan. Dalam ICCP& disgur larangan penangkapan

14 Adnan Buyung NasutiotQp.Cit. him. 23.
®Hikmahanto Juwana, Konsekuensi Ratifikasi ICCPR  http://www.unisosdem.org
/article_detail.php?aid=5160&coid= 4&caid= 33&gidB2akses tanggal 7 desember 2009.
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secara sepihak dan syarat yang harus dipenuhsé&si@orang diambil kemerdekaannya,
bahkan larangan pemenjaraan yang didasarkan padadmean kontraktual.

Sebagian substansi ICCPR sebenarnya telah diadaf@mn Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan pamagperundang-undangan
Indonesia yang terkait masalah HAM, di antarany@alKiJndang-undang Hukum Acara
Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tgia.'°

Hanya saja dalam realitas apa yang indah dalamkia@abelum dirasakan oleh
masyarakat.Harus diakui pada masa-masa Indonegi@rirdah secara kurang
demokratis, ratifikasi ICCPR merupakan hal pentdejam rangka mendorong dan
memaksa penyelenggara negara untuk menghargai HAd deminimalkan
pelanggaran.

Namun, di era Indonesia yang lebih demokratis, kumga penghormatan HAM
bukan karena ketidakmauanungilling), tetapi lebih karena ketidakmampuan
(inability).*”

Ketidakmampuan mengindikasikan adanya jurang amaaayang diatur dan apa
yang terjadi di tingkat masyarakat. Ketidakmamptenadi karena tidak memadainya
infrastruktur pendukung agar ketentuan dalam kovestaupun peraturan perundang-
undangan bisa dicerminkan keberlakuannya di makgardntuk itu beberapa tantangan
harus diatasi.

Tantangan pertama yang harus dilakukan pemerintatapratifikasi ICCPR
adalah melakukan transformasi dan penerjemahanaanomma yang ada dalam ICCPR

ke dalam hukum nasional. Transformasi ini bisa ™atentuk mengamandemen atau

'®pid.
bid.
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mengajukan peraturan perundang-undangan baru sgsugidiamanatkan oleh ICCPR.
Pemerintah harus menyisir berbagai peraturan pangidndangan yang tidak seirama
dengan ICCPR?

Transformasi ke dalam hukum nasional disebut seéliageangan karena dalam
banyak kesempatan pemerintah seolah tidak bertargtak pasca-ratifikasi perjanjian
internasional.

Tantangan kedua adalah bagaimana aparatur penekak imemahami berbagai
peraturan perundang-undangan yang telah diamandataapun diajukan secara baru
sebagai konsekuensi ratifikasi ICCPR. Tanpa pemahagang baik dari aparatur
penegak hukum, maka akan sulit dibayangkan ICCPRpueyai makna di masyarakat.

Tantangan ini sebenarnya merupakan masalah hukeemasemum di Indonesia.
Banyak peraturan perundang-undangan hanya memmbkna simbolis belaka karena
tidak dipahami dan karenanya tidak ditegakkan aferatur penegak hukum.

Tantangan berikut adalah pemerintah mempunyai keavajuntuk memastikan
agar ketentuan ICCPR yang telah ditransformasikand&lam peraturan perundang-
undangan dapat berlaku secara seragam di selutahdaia.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi adalah bagaim@emerintah dapat
menyediakan infrastruktur pendukung bagi terlaksgageraturan perundang-undangan
hasil transformasi ICCPR. Kerap dijumpai di Indoaesparat penegak hukum harus
bekerja dengan infrastruktur pendukung hukum yamgnm Penjara dalam kondisi yang
sangat memprihatinkan, peraturan perundang-undatidgi tersedia bagi para hakim

dan banyak lagf’

% 1pid.
Y pid.
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Tantangan kelima adalah pemerintah berkewajibamkumbiengubah budaya
masyarakat Indonesia dan aparat pemerintah sejadlig kurang sadar terhadap HAM,
termasuk di bidang sipil dan politik, menjadi sangadar. Terkadang peraturan
perundang-undangan gagal berlaku karena tidak didykoleh budaya hukum
masyarakat’

B. Pengaturan Pidana Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (
ICCPR)
1. Ketentuan hak hidup dan pidana mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil
And Politic Rights (1CCPR)

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil daniitiP yang memuat
ketentuan mengenai hak hidumht to life), pasal tersebut memuat ketentuan yang amat
penting berkaitan dengan hak hidup serta hukuman ma

Pasal 6 Internasional Covenan on Civil Politik andlitical Right (Kovenan
Internasional Hak Sipil dan Politik):

1. Every human being has the inherent right to lifeisTright shall be protected by
law. No one shall be arbitrarily deprived of hiteli

2. In countries which have not abolished the deathafignsentence of death may be
imposed only for the most serious crimes in accecdawith the law in force at
the time of the commission of the crime and notraonto the provisions of the
present Covenant and to the Convention on the Rt®reand Punishment of the
Crime of Genocide. This penalty can only be carred pursuant to a final
judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the crime eharide, it is understood that
nothing in this article shall authorize any Statarfy to the present Covenant to
derogate in any way from any obligation assumedeurtte provisions of the
Convention on the Prevention and Punishment o€ifrae of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the righteé& pardon or commutation of
the sentence. Amnesty, pardon or commutation oéé¢héence of death may be
granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for criroesnatted by persons below
eighteen years of age and shall not be carriedooupregnant women.

%0 |bid.
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6. Nothing in this article shall be invoked to delayto prevent the abolition of
capital punishment by any State Party to the pre€ewenant?*

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yangkatpada dirinya. Hak ini
wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dagamampas hak hidupnya
secara sewenang-wenang.

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukumdan mausan hukuman
mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa katam yang paling serius
sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilalaye kejahatan tersebut,
dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan HKanvensi tentang
Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukumanhamya dapat
dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dikéin oleh suatu pengadilan
yang berwenang.

3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan k&ah&enosida, harus
difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yangmberikan kewenangan
pada negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan imfuki mengurangi
kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentlalam Konvensi tentang
Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhaktuk memohon
pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, apgmnghan atau
penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam sekasus.

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatgang dilakukan oleh
seseorang di bawah usia delapan belas tahun daak tidoleh dilaksanakan
terhadap perempuan yang tengah mengandung.

6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh d#pakntuk menunda atau
mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara iyemgadi Pihak dalam
Kovenan inf?

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil Balitik memuat ketentuan
mengenai hak hidup sebagai berikut:"Setiap manu&mpunyai hak untuk hidup yang

melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi olebkum. Tidak seorang pun dapat

dirampas hak hidupnya secara sewenang-wetiavgry human being has the inherent

2 Adopted and opened for signature, ratification aamtession by General Assembly resolution 2200A
(XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 Mat&76, in accordance with Article 49.

= Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXgrtanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk
penandatangan, ratifikasi dan akses.
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right to life. This right shall be protected by laiNo one shall be arbitralily deprived of
his life”?3, Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempukgkhususan.

Kekhususan tersebut terlihat dari istilah “inheteydng digunakan. Kata itu
mengandung kata sifat melekat pada hak yang dinoilgh setiap manusia. Dari seluruh
Kovenan Internasional hak sipil dan politik hanygutiakan dalam ketentuan ini. Selain
pada istilah inherent, kekhususan lain nampak pad@gunaan kata keterangan waktu
“has” (present tense) yang berarti sekarang. Yamgiklan itu menegaskan bahwa hak
hidup ada seiring dengan kodrat manusia. Dan memgakwa hak hidup adalah sebagai
karunia Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak dalizbut oleh manusf.

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsayatakan bahwa hak
hidup sebagai Supreme human rightyang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup
maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempuayaapa-apa® Hak hidup juga
menempati urutan pertama sebagai hak substantf giatur baru kemudian disusul oleh
hak-hak lainny&®

Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidagat dikurangi dalam
keadaan apa p@h (non derogable righ}s bahkan dalam keadaan darurat yang
membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.

Dalam pasal 6 yang menyatakan melarang hukumanjngatidapat dilacak dari
kalimat ketiga dalam pasal 6 ayat (1) yaitu ‘Tidséorang pun dapat dirampas hak

hidupnya secara sewenang-wenang”. Kalimat ini manmiod&an inti dari kewajiban

edition,

= |bid.

24 Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Polif Rights CCPR Commentary, 2nd revised
N.P.Engel, Publishers, him. 122. Pandamgiamenegaskan sifat natural rights hak hidup.

*® |bid, him. 121.

%% |bid, him. 121-122.

%" Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun” serkndalam keadaan perang, sengketa bersenjeta,

dan atau keadaan darurat. Lihat penjelasan pasidl 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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negara untuk menghormati hak hidup dengan tidakako&hn intervensi. Namun
menurut ahli hukum dan pelapor khusus PBB untukyigsaan, Manfred Nowak,
kewajiban ini bersifat tidak absolut. Dalam hal lw@nya ‘pencabutan/perampasan hidup
secara sewenang-wenang’ yang dipandang melanggal fa Bahwa hukuman mati
dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan PasaVén&o Internasional Hak Sipil dan
Politik apabila diatur oleh hukum nasioffal

Namun demikian, menurut Nowak, kata keterangan atgecsewenang-
wenang/arbitrarily’ juga harus dimaknai lebih ja@ahwaarbitrarily deprivation of life
mengandung unsur ketidaksahanawfulnessian tidak adil/njustice?® Hukum nasional
yang memuat ketentuan hukuman mati dengan demtildars pula memenuhi ketentuan
tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur ketitlaksdan bersifat tidak adil. Dengan
demikian, frasa ‘tidak seorang pun dapat dirampdspmya secara sewenang-wenang’
dalam pasal 6 Kovenan menunjukkan adanya maksudwéabalsewenang-
wenangarbitrarily’ bermakna baik secara tidak s#dbgally maupun tidak
adil/unjustly®

Ditegaskan pula bahwa kalimat tersebut meminta pidek adanya unsur tak
dapat dijadikan pegangacapriciousnessjian ketakmasukaakalannteasonableness).

Dengan demikian, sekalipun hukuman mati diperb@ahkasalkan diatur
berdasarkan hukum nasional, namun hukum tersebuslah sah l¢gal), adil (ust),

dapat dijadukan pegangan dan masuk akalspnablg

28 Sir Nigel Rodley;The United Nation’s Work in the Field of the DeR#mnalty, the Death Penalty Beyond
Abolition, Council of Europe Publishing, 2004, him. 128.

2 Nowak. M,Op.Cit, him. 128.

% Rodley.N,0p.Cit, him. 137.

31 Nowak.M,Op.Cit, him. 128.
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Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum dggrtsalam tata urutan
peraturan perundang-undangan di Indonesia. KosstitWlonesia mengatur ketentuan
tentang hak hidup. Pasal 28 A Konstitusi Indonesialindungi hak hidup dan
menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hiderpa sberhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak hidepupakan hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia menyatakan hak hidup sebagd fang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa puor{-derogable righ)s Pasal 28 ayat 1 menyebutkan:
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kese&aan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untukuilisebagai pribadi di depan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yhedaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaapuayp.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Adasiusia juga memuat
ketentuan tentang hak hidup. Pasal 9 UU No. 39/188Ayatakan bahwa ‘setiap orang
berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup damngieatkan taraf kehidupannya’.
Pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199@ngrHak Asasi Manusia
menyebutkan:"Hak hidup, hak untuk tidak disiksak kabebasan pribadi, pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dipeakutiak untuk diakui sebagai pribadi
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk ditizhtut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidp&tdlikurangi dalam keadaan apapun
oleh siapapun”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidlipddingi oleh hukum
nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan idalk lsebagai hak yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogabletsjighdal ini sejalan dengan
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ketentuan Internasional yang mengatur ketentuampaerMelalui Putusan Nomor 2-
3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Indonesia berégwl bahwa hak hidup tidak
bersifat mutlak dan bahwa pemberlakukan hukuman dadéam UU Narkotika No. 27
Tahun 1997 sepanjang yang menyangkut ancaman pidatiatidak melanggar UUD
1945%

Syamsul Hadi, S.H advokat Surakarta dalam bukunim@a Djoko Prakoso,
menyatakan kurang setuju terhadap pidana matbatses sebagai berikdt

a. Pidana Mati sangat final, sebab taruhannya adafaivan yang menyangkut hak
hidup manusia.

b. Para penegak hukum itu masih manusia, semua maitustzgdak ada yang
sempurna kemungkinan berbuat salah itu selalu Hdéau kesalahan yang
dilakukan itu tentang penjatuhan hukuman mati, nmtadak mungkin kesalahan
tersebut bisa diperbaiki, dalam arti si terpidandad terlanjur mati dan tidak
dapat dikembalikan lagi.

c. Pidana Mati itu belum suatu jaminan dapat mencégabulnya kejahatan.

d. Bagi orang yang tidak/kurang mampu tidak mendapabantuan advokat yang
diharapkan, itu serba mungkin. Padahal, advokag yamdai kemungkinan dapat
membebaskan kliennya dari tuntutan pidana masjiseda.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasiond Hipil dan Politik juga
memuat ketentuan larangan adanya pengurangan agrlmberapa hak salah satunya

adalah hak hidup (right to lifé}.

32 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/20¢, 432.
3 Djoko Prakoso, NurwachidStudi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efedgivitidana Mati di
Indonesia Dewasa Inilakarta: Ghalia Indonesia, 1984, him. 68.



83

Oleh karena itu, ketentuan tentang hak hidup yanguat dalam pasal 6 ayat (1)
tersebut tidak dapat ditafsir begitu saja sebagehnigan hukuman mati. Menurut
ketentuan ini, hukuman mati sebagai pencabutarhlthlp masih diakui adanya, hanya
dan hanya jika, diatur melalui hukum nasional yadd, sah, dapat dipegang dan juga
masuk akal.

Bahwa pasal 6 masih mengakui hukuman mati juga mgagadanya ketentuan-
ketentuan yang mengikutinya yang mengatur pemhatasaadap hukum mati.

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak melarang hukumati, namun meletakkan
sejumlah pembatasan pada penerapannya. Akan téte@intuan-ketentuan tentang
pembatasan-pembatasan terhadap hukuman mati tecsatvali oleh ketentuan tentang
penghapusan hukuman mati.

Kalimat yang mengawali ketentuan pasal 6 (2) yalu negara-negara yang
belum menghapuskan hukuman matmempunyai arti penting khusus yaitu menyetujui
adanya penghapusan hukuman mati. Setelah ketepémabatasan pada Pasal 6 ayat (2)
sampai (5), ketentuan pasal 6 (6) menguatkan pemgha hukuman mati dengan
menyatakariTidak ada satupun dalam pasal ini yang dapat digkain untuk menunda
atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negmara pihak pada Kovenan
ini” 3®

Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa membaca rumessad 6 (6),Tidak ada

satupun dalam pasal ini yang dapat digunakan untoknunda atau mencegah

3 Selain pasal 6 (hak hidup), beberapa hak yang fligaang untuk dikurangi (non-derogable) adalah

Pasal 7 (hak untuk tidak disiksa), Pasal 8 (aya@dri 2/ hak tidak diperbudak) ), Pasal 11 (hak utitldk dipenjara
karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajibatiaknya), Pasal 15 (hak untuk tidak dihukum bsadean
hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (hak untuk ulisebagai pribadi di depan hukum) dan Pasal 1Bafhe
berpikir, berkeyakinan, beragama) ICCPR, 1966. tjfesal 4 ayat (2), Kovenan Internasional Hal Sipih Politik,

% Rodley,N,0p.Cit,him. 128
% Rodley, N,Op.Cit,him. 128
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penghapusan hukuman mati oleh Negara-negara Pihadta pkovenan inj’ secara
bersama dengan Pasal 6(3)i ‘negara yang belum menghapus hukuman mati..’
menyimpulkan bahwa ‘pemberlakuan kembali hukumat ¢reintroduction of the death
penalty’ tidak sejalanificompatibl@ dengan Kovenan.

Kesimpulan ini memang tidak terdapat dalam rumusigplisit pasal 6, namun
kesimpulan tersebut dipastikan sesuai dengan maleutljuan Kovenati.

Oleh karena itu, semua langkah penghapusan hukumati merupakan
kemajuan penikmatan hak hidtfhKomite HAM PBB secara implisit berpandangan
bahwa negara pihak pada Kovenan Internasional Hpk &an Politik yang telah
menghapus hukuman mati tidak dapat menggunakangiasam yang ada pada Pasal 6
ayat (2) s.d.(6) dan oleh karena itu secara hukigegdh untuk memberlakukan kembali
hukuman mat??

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuasalP6 memang tidak
secara eksplisit memuat larangan terhadap hukunadin Akan tetapi ketentuan tersebut
mengakui bahwa hak hidup merupakan hak yang bemsdbekat dan merupakan karunia
Tuhan?® Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Kovenan Insiwnal Hak Sipil dan
Politik maka harus ditegaskan bahwa hak hidup nakap hak yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pwor{ derogable righjsbahkan dalam keadaan darurat
yang mengancam kehidupan bangsa.

Sisitematika pasal 6 ICCPR menunjukkan bahwa hukumati tidak kompatibel

(incompatible) dengan hak hidup. Walaupun semangat ICCPR mengkiend

3" Nowak, M,Op.Cit, him. 136.

3 Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No.033/SR0BS.
39 Nowak, M,Op.Cit,him. 136.

0 Lihat pasal 1 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasniia.
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dihapuskannya hukuman mati, ICCPR masih memperkafekilakukannya hukuman
mati (ayat (2)) dengan memberikan batasan-batasarg sangat ketat dalam
penerapannya (ayat (2) s/d (8)).
2. Pembatasan-Pembatasan Pidana Mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil

And Politic Rights (1CCPR)

Sementara itu berkaitan dengan pembatasan-pembgtasg termuat dalam pasal
6 ayat (2) s.d. ayat (6) haruslah diperjelas bagaampembatasan pembatasan tersebut
ditafsir dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yaroybg:

Di negara-negara yang belum menghapuskan hukunen putusan hukuman

mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kajam yang paling serius

sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat diladnya kejahatan tersebut,

dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan Hanvensi tentang

Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukumanhamya dapat

dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dileaim oleh suatu pengadilan

yang berwenan{?

Adapun batasan-batasan dalam hukuman mati yandslimkan dalam Kovenan
Internasional Hak Sipil dan Politik adalah sebdygaikut:

a. Kejahatan yang paling berahé most serius crime
Perlu digaris bawahi bahwa kalimat ini tidak mudftefinisikan serta
mengandung kekurangan presisi (lack of precisitag maknany&
Kategori ini sangat bervariasi tergantung pada édantsosial, kultural,

religi dan konteks politik. Hal ini jelas mengundgaberbagai interpretasi. Tetapi

atas dasar resolusi ECOSOC 1984 tentang ‘the Saf@guGuarenteeing

“1 Todung Mulya Lubis,Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakiwndtitusijakarta:
Kompas, 2009, him. 30.

“2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966

*3 Rodley, N,Op.Cit, him. 136.
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Protection of The Rights of Those Facing the Ddatnalty’, maka titik berat
terletak pada: ‘Intentional Crime’ kejahatan-kejamayang dilakukan dengan
sengaja. Disertai dengan konsekuensi-konsekuenag yaematikan, atau
konsekuensi-konsekuensi berat yang bersifat ekstiviisalnya berakibat
kematian atau membahayakan kehidupan. Dengan demikdana mati jelas
merupakan ‘a quite exceptional measure’. Jadi kaddindakan yang bersifat
perkecualiarf?

Selanjutnya UN Commission on Human Rights 1999 rasngkakan
perkecualian pidana mati supaya pidana mati tidgitutikan pada kejahatan
politik, ‘non-violent financial crimes’, ‘non viold religious practice’, dan
‘kejahatan atas dasar keyakinan hati nurani’ ségmhatan seksual atas dasar
suka sama suka antar orang dewasa’, penghindargib waliter (Iraq),
membantu bunuh diri dan kejahatan berkaitan dengarkoba (Srilangka),
homoseksual, seks terlarang (Sudan), perumusan kamg tentang kejahatan
yang berkaitan dengan keamanan nasional dan mer{&uwait dan Mesir),
korupsi (Lybia) dan perampokan dengan pemberatag yeenggunakan senjata
api tetapi tidak mengakibatkan luka atau mati (Ziayib

Sebagaimana diketahui, kejahatan serius terhadaM HIA Indonesia
selama ini diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 temfaengadilan HAM. dalam
UU tersebut jenis kejahatan yang diatur adalah alernx kejahatan genosida,

kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jeavadéndo.

** Muladi, “Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevadan Signifikansinya”? Mei 2003 di
Gedung The Habibie Center Jakarta.
* Ibid.
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Pasal 7 Undang-Undang no.26 tahun 2000 tentangaBeaig Hak Asasi
Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasisiayang berat tersebut
terdiri dari®®
1) Kejahatan Genosida.

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yaaguddn dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sehtath sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agadengan cara :
membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderfisak atau mental
yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakamdi& kehidupan
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan sdéisécabaik seluruh
atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan lyarigjuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok itu atau memindahkaraise paksa anak-anak
dari kelompok tertrntu ke kelompok lain.

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah sabwapen yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atsiematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukanraeleengsung terhadap
penduduk sipil, berupa hal-hal berikut: pembunuhgpemusnahan,
perbudakan, pengusiran atau pemindahan pendudatasggksa, perampasan
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik leénassewenang-wenang
yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukemasional, penyiksaan,

perkosaan, perbudakan seksual, dan lain sebagainya.

¢ Rozali Abdullah, Syamsi©p.Cit, him. 59
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Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga menyatakan balmrkuman
mati haruslah tidak melebihi kejahatan berencamizritional crime) dengan
konsekwensi sangat besar dan mematikan. Hukuman tiwak dapat
dijatuhkan untuk kejahatan nonkekerasan sepertarigan atau pun praktik
keagamaan serta ekpresi keyakinan yang tanpa ksalkeedau pun hubungan
seksual antara orang-orang dewasa’.Dalam Keputsanite Hak Asasi
Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara atekgn bahwa istilah
‘kejahatan yang paling serius/the most serious &€tidalam Pasal 6 ayat (2)
dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan aimd@tencana yang
menyebabkn penderitaan jasmaniah yang memilukagrigvous bodily
y 47

harm)’.

Demikian pada Pasal 7 tersebut dinyatakan bahved&in genosida dan

kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuaesoai dengan Rome Statue

of the International Criminal Court. Dengan demikimembuat undang-undang

No. 26 Tahun 2000 menilai bahwa pelanggaran HANMatbarerupakan éxtra
ordinary crime&. Maka tidak mengherankan apabila pelbagai logika spirit
hukum serta perundang-undangan yang terkait atsar détatuta Roma harus

dipahami.

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan.

Ketentuan ini merupakan persyaratan lain serta reekkan adanya
pembatasan bagi pemberlakuan hukuman mati yaitwddiukuman mati

tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adihjust law3.*®

*”Nowak, M,Op.Cit,him. 142.

*® Ibid.
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Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiab sndbkan, melainkan
sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal $ermbaga yang berkuasa.
Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakaa datedam dari korban
terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan pesie®

Pernyataan “tidak bertentangan dengan ketentuareréov ini’ juga
mencegah pemberlakukan hukuman mati bagi beberapakt kejahatan
dimana beberapa negara memberlakukan hukuman erhdapnya. Jelas
bahwa apabila ada pemerintah yang bertindak répmasn kemudian
memberlakukan hukuman mati sebagai kelanjutankddnijakan represifnya,
maka hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal énldovinternasional Hak
Sipil dan Politik>°

c. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasausgut akhir yang

dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenacapipetent

Oleh karena Pasal 6 ayat (2) juga memuat ketentaiag menyatakan
hukuman mati dilarang melanggar ketentuan lain kiavenan atau konvensi
lain maka pernyataan ini harus dikaitkan dengaarkaan Pasal 14, 15, 2 dan
26. Dengan demikian, pernyataan ini harus dibatavhgutusan hukuman
mati hanya dapat diberlakukan oleh sebuah pengagdag adil, berwenang
(kompeten/competent), mandiri, dan tidak memihakgydiatur berdasarkan

hukum dan melalui proses yang tidak diskrimindiérdasarkan asas praduga

%9 SholehuddinSistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Dolitelek System dan Implementasinya
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, him. 71
0 Rodley, NOp.Cit, him. 137.
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tak bersalah dan adanya jaminan minimum hak pasarigka sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 (3) ICCPR.

Meski demikian hukuman mati tidak serta merta didalakan segera
setelah adanya putusan, dikarenakan terpidananmaath memiliki hak untuk
mendapatkan amnesti yaitu keringanan hukuman agsgampunan. Dan
hukuman mati pun tidak diperkenankan dijatuhkanapadak dibawah usia

delapan belas tahun dan wanita yang sedang menggntiu

1 Nowak,MQp.Cit,him. 142.
2 pasal 6 ayat (4) dan (5), Kovenan Internasion& $igil dan Politik.



